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LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG

Nomor : 8 Tahun 1996 ; Serie : D Nomer 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGEIANG

NOMOR 19 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN

Menimbang

DAERAH TINGKAT Il MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il MAGELANG

: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22

Tahun 1990, sebagian urusan Pemerintah dalam bidang.

lalu lintas dan angkutan jalan telah diserahkan kepada

Daerah Tingkat II ;

b. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran

penyelenggaraan tugas-tugas di bidang lalu lintas dan

angkutan jalan di wilayah Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Magelang, dipandang perlu menetapkan

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat Il

Magelang ;

<. bohwa penetapan fersebut perlu dituangkan dalom

Peraturan Daerah Kabupaten Naerah Tingkat II

Magelang.

Dipindai dengan CamScanner



P

Mengingat @ 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan
Pemerinjah , Nomor 32 Tahun 1950 terkang

“7! Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten ;Délam
tingkungan Propinsi Jawa Tengah ; _ !

PZkak-2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tenidhg,.

pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran 'Negala

< Tahun=1974 Nomor 38; Témbahan Lembaran %goro'
Nomor 3037) ;

3. UndangUndang Nomtor 14 Tahun 1992 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun

1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3480) ;

4, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang

Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah

Tingkat | dan Daerah Tingkat Il

5. Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang

Penyelenggaraan Ofonomi Daerah dengan fitik berat

pada Daerah Tingkat II ;

6. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri

Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990, tentang Pelakso.

Nomor 95 Tahun 1990

an Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang

Penyerahan Sebagian Urusan pemerintah Dalam

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah

Tingkat | dan Daerah Tingkat II :

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992

tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;

Dipindai dengan CamScanner
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8. Keputusan Menteri Dalam Negerl Nomor 61 Tahun 1993

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Laly

Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat | dan Dinas

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat 1.,

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Darah kabupmen Daerah
Tingkat Il Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1!

MAGELANG TENTANG. PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN

TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN -

KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG. 4

o

a BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

aerah Tingkat | adalah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah :

t @emerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerch Tingkat !!

Magelang ;
<. Bupali Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat !I

Magelang :

. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelong :

e. Kabupalen adalah Kabupalen Daerah Tingkat II Magelang

i. Dinas Lalu Linlas dan Angkutan jalan adalah Dinas Lalu Untas dan

Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang :

@. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan

kabupaten Daerah Tingkat IIl Magelang :

a

Dipindai dengan CamScanner
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h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan untuk para

pejabat fungsional yaitu segenap personil Dinas yang dalam

pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan

tertentu yang bersifat mandiri sesvai bidang tugas dinas :

i. Tugas Pembantuan adalah tugas unluk turut serta dalam melaksanakan

tugas pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh

Pemerintah Pusat alau Pemerintah Daerah Tingkat | dengan kewajiban

mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya :

j. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai

unsur Pelaksana Dinas Lalu Llintas dan Angkutan Jolon yang .

melaksanakan sebagian tugas operasional tertentu Dinas di lapangan :

BAB Il

PEMBENTUKAN ''

Pasal 2 '

Dengan Peraturan Daerah ini dibeniuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan.

BAB !!I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal '3

(1) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah unsur pelaksana

Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan sebagian .
urusan pemerintahon di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang

diserahkan kepada Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan

oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I.

(2) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala

Dinos yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

Kepala Daerah.

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 4

Dinas Lalu Lintas dan Angkulan Jolan mempunyai fugas pokok

menyelenggarakan sebagian vrusan rumah tangga Daerah dalam bidang

lalu lintas dan angkutan jalan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I,

Pasal 5

9
Untuk menyelenggarakan lugas tersebu! pada Pasal 4 Peraturan

Daerah ini, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

Q. melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksangan yang

ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Tengan :

b. melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan kebijcksanaan yang

ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

<. melaksanakan pembinaan operasional sesvai kebijaksanaan yang

ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

POLA DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Pola Organisasi

’ Pasal 6

(1) Organisasi Dinas lalu Lintas dan Angkutan Jolan ditetapkan polo

maksimal.

(2) Pola Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana

tersebul pada ayat (1) disusun berdasorkan volume dan beban kerja

Pemerinlah Daerah Kobupaten Daerah Tingkat II Magelang dolam

bidang lalu linfas dan angkutan jalan,

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;

b. Sub Bagian Tala Usaha ;

Seksi Lalv Lintas :

Seksi Angkutan ;

Seksi Teknis Sarana dan Prasarana ;

Seksi Pengendalian Operasional ;

Unit Peloksana Teknis Dinas ; ‘

Kelompok Jabatan Fungsional.soa~oao
{2) Bagen Orgonisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jolan sebogaimanac

tersebut dolom Lampiran yong merupakan bagian fidok terpisahkan

dori Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 8

Kepcla Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

sebogaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kefiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9 .

Sub Bogian Tata Usaha mempunyal tugas melakuken keorginasi

penyusunon program kerja Dinas, pengelolaan uvrusan kepegawaion

kevangon, rumah fongga, perlengkapan, hubungan masyarakal dan surat

menyurat dinas, protokol dan penyusunan laporan dinas.

b. melaksanakan urusan kevangan ;

c. melaksanakan urusan kepegawalan ;

d. melaksanakan urusan rumah fangga, perfengkapan, protokol.

hubungan masyerakat dan surat menyurat Dinas,

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 11

sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

@. Urusan program :

b. Urusan Kevangan ;

<. Urusan Kepegawaian :

d. Urusan Umum.

. Posal 12

(1) Uruson Progrom mempunyoi tugas mengkoordinasikan penyusunan

progrom kerja Dinos, pengumpulan don pengolahion data, sera

pembuatan laporan.

{2) Urusan Keuangan mempunyai fugas melakukan pengelcioan

kevangan.

(3) Uruson Kepegawaian mempunyai fugas melckukan pengsicloor

kepegowaian.

{4) Urusan Umum mempunyoi fugas melokukon pengsloicen wusan

rumeh tangge, perlengkapan, surat menyurat, hubungan masyarakat

dan protokol. a aMI - .

Bagian Keempat

» Seksi Lalu Lintas

Pasal 13

Seksi Lalu Lintas mempunyai lugas menylopkan pembinaan

manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupalen, di olon Propinsi

dan jelon Nasional yang berada di Ibukota Kabupaten serta bimbingon

keselamatan di bidang lalu linfas sesval dengan keleohon peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepaka

Dipindai dengan CamScanner
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Posal 14

Untuk menyelenggarakan tugas fersebul pada Pasal 13, Seksi Laly

Lintas mempunyai fungsi :

a. menylapkan perencanaan, pengafuran, pengawasan dan

pengendalian lalu lintas di jolan Kabupaten, Jalan Propinsi dan jalan

Nasional di Ibukota Kabupaten.

b. menyiapkan perencanaan kebuluhan, pengadaan dan pemellharoan‘

rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alal pemberi isyarat lalu

lintas di Jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional di Ibukota

Kabupaten.

c. menyiopkan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat

mengenai keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sesuci dengan

ketenluan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Seksi Lalu Lintas terdiri dari :

a. Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas :

b. Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas ;

<. Sub Seksi Bimbingan Keselamatan.

Pasal 16

(1) Sub Seksi Mancjemen Lulu‘ Lintas mempunyai tugas menyiapka

perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas

di jalan Kabupalen, jalan Propinsi dan jalan Nasional di Ibukota

Kabupaten.

(2) Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan

perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan

pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi

isyarat lalu fintas di jalan Kabupaten, Jalan Propinsi dan jalan Nasional

di lbukota Kabupaten.

Dipindai dengan CamScanner
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(3) Sub Seksi Bimbingan Keselomatan mempunyai fugas menyiapkan

bimbingan dan penyuluhan pada masyarakal mengenai keselamatan

lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kefenluan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Seksi Angkutan

Pasal 17

Seksi Angkulan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan

manajemen angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus yang

seluruhnya berada di dalam wilayah Kabupaten, berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17 Seksi Angkuian

mempunyai fungsi :

a. menyiapkan pemberian bimbingan, ijin pengangkutan orang, dan

@ pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang ;

b. menyiapkan pemberian bimbingan, ijin pengangkutant barang dan

pengawascn pengangkutan barang ;

<. menyiapkan pemberian bimbingan, ijin pengangkulan orang dan atau

barang tertentu yang bersifal khusus. s
N -

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 19

Seksi Angkutan ferdiri dari :

a. Sub Seksi Angkutan Orang ;

b. Sub Seksi Angkutan Barang ;

c. Sub Seksi Angkutan Khusus.

Pasal 20 €

(1) Sub Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas menyiapkan pemberian
bimbingan jin pengangkutan orang dan pengawason

penyelenggaraan pengangkutan orang di dalam daerah.

12) Sub Seksi Angkutan Barang mempunyai fugas menyiapkan bimbingan

fjin pengangkutan barang, dan pengawasan pengangkutan barang,

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Sub Seksi Angkutan Khusus mempunyai tugas menyiapkan pemberian

bimbingan ijin pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang

bersifat khusus sesual dengan ketenivan perundang-undangen yang

berlaku.

Bagian Keenam

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana .

Pasal 21

Seksi Teknik Sarana dan prasarana mempunyal ‘tugas menyiapkan

bahan pembinaan inventarisasl, pembinaan perbengkelan umum,

penafaan fjin pendirian bengkel umum, penunjukan, pengelolaan,

pemeliharaan, pepgembangan terminal, halte, tempat penyeberangan,

jembatan penyeberangan dan perparkiran.

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala.

Dipindai dengan CamScanner



Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas fersebut pada Pasal 21, Seksi Teknik

Sarana dan Prasarana mempunyal fungsi :

a.

vo

m

12)

3)

menyiapkan bahan bimbingan, perijinan bengkel umum serta

pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada

kendaraan penumpang umum.

menyiopkan bahan penunjukan lokasi ferminal dan halle,

pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharcan fisik dan

pengendalian ketertiban terminal, halte, tempal parkir serta jembatan

penyeberangan.

Pasal 23

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana ferdiri dari :

Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan ;

Sub Seksi Terminal ;

Sub Seksi Perparkiran.

Pasal 24

Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai tugas menyiaokan

bimbingan, perjinan bengkel umum serta pengatwan dan

pengendalian susunan alal tambahan pada kendaraan penumpang

umum.

Sub Seksi Terminal mempunyai fugas menyiapkan perencancan

penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan,

pemeliharaan fisik serta pengendalian ketertiban terminal dan haite.

Sub Seksi Perparkiran mempunyai tugas menyiapkan pérencanaan

penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolacn,

pemeliharaan fisik tempat parkir dan jembatan penyeberangan serta

pengendalian kefertiban. N N

Dipindai dengan CamScanner
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e mmm— BOGIGN-KeUJUR

'S_ek!!fe_r_laendullan Operasional

Seks. Pen@sfidblhn‘%«aflofla\ b«empunyul tugas menyiapkan
pembinaan, pengumpulan, analisis dan evalvasi data bidang lolu lintas
dan angkutan, menyusun statistik, pengumpulan dan analisis data

kecelakaan, menyusun data daerah rawan kecelakacn, menyiapkan,

program penanggulangan kecelakaan lalu lintas serto melckuko.
pemantauan hasil kegiatan penertiban, menyiapkan program penerfiban

dan koordinasi penertiban lalv lintas dan angkutan. #

Seksi Pengendalian Operasional dipimpin oleh seorang Kepaia.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasai 25 Peraturan

Daerah ini, Seksi Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

050

menyiapkan bahan pembinaan dan pengeloiaan data operasional

dan data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan :

melaksanakan pemantauan dan analisis kecelakaan lalu lintas serta

usulan penanggulangannya :

menyiapkan penilaian program operasional penertiban lalu lintas dan

angkutan serta pengendaliannya. o .

Pasal 27

Seksi Pengendalian Operasional terdiri dari :

Sub Seksi Pengumpulan dan pengolahan Data ;

Sub Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas :

Sub Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan.

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 28

(1) Sub Seksi Pengumpuian dan Pengolohan Date mempunyai tugos

menyiapkan bahan pembincan dan pengolohan data operasional

dan data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

{2) Sub Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas mempunyoi tugas

memantau dan menganalisis data kecelakaan lalu lintas serta usulan

. penanggulangannya.

13) Sub Seksi Kev'ernban Lalv Lintas dan Angkutan mempunyai tugas
menyiapkan bahan penilaian dan penyusunan program operasional

penertiban lalu lintas dan angkutan serta pengendaliannya.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 29

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang

mempunyai fugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang

terminal dan perparkiran,

{2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepaic Unit

. Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 30

Pembeniukan Unil Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan

Jalon dapat dilaksanakan setelah kondisi Dinas memenuhi kriteria tertentu

yang ditefapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Dipindai dengan CamScanner
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Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas, melaksonakan

kegiatan teknis Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai bidang keahlian

masing-masing.

Pasal 32 .
(1) Kelompok Jabatan Fungsional ferdiri dari sejumlah tenaga dolam

jenjang jobatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bowah dan

bertanggung jowab kepada Kepala Dinas dan atau kepaia Unit

Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi afas kelompok dan sub

kelompok sesuai dengan kebutuhan.

(3) Jumiah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan

beban kerja.

(4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 33

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib

menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan masijng-masing maupun antar satuan organisasi sesval

dengan tugas masing-masing.

Dipindai dengan CamScanner
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(2) Dalam hubungannya dengan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalon
Daerah Tingkat |, Dinas Lolu Lintas dan Angkutan Jolon

menyelenggarakan koordinasi secara fungsional,

Pasal 34

(1) Kepala Dinas melaksanakan lugasnya berdasarkan kebijcksanaon

yang ditetapkan oleh Bupali Kepala Daerah.

[2) Kepala Dinos Lalu Llintas dan Angkulan Jalon berkewajioan

memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengowas

pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksanaen yang bercde

dalam lingkungan dinasnya.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagion dan Kepola Seksi

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Kepala

Uruson berada di bawah dan berfanggung jawab kepada Kepcia Sub

Bogian sedangkan Kepala Sub Seksi berada di bawah dan bertanggung

jowab kepada Kepala Seksi.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 36

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabal pada Dinas Laiu

Lintas dan Angkulan Jalan dan hal-hal kepegawalan lainnya diloksanakan

sesuai ketentuan yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner
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BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 37

(1) Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Dinas Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan dibebankan pada Anggeran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kubupolqn Daeroh Tingkat | Magelang.

(2) Dengan tigak mengurangi kelentuan fersebut ayat (i) Pasal ini, .
kepada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diberikan bantuan

lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tingkat |, Anggaran Pendapatan dan belanja Negara don sumber-

sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 38

Dalam hal terdapat perkembangan penyerahan sebagicn urusan

pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dari Pemerinian

Pusat atau Pemerintah Daerah Tingkat | kepada Pemerintah Daeah Tingkat

Il, Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini telap berlaku dan

apabilo dipandang perlu dapat disesuaikan berdasarkan pada Peraturan

perundang-undangan yang berlaku. .

BAB VIl

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belaum dialur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang

mengenal pelaksanaannya akan diatur tersendiri oleh Bupati Kepala

Daerah.
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Peraturan Daerah ini mulal berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengelahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraluran Daerah inl dengan penempalannya dalom

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkal II Magelang.

3 Ditetapkan di Kota Mungkid.

.. Pada tanggal 19 Nopember 1995.

DPRD BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT !I

KABUPATEN DATI Il MAGELANG MAGELANG

KETUA

TTD TTD

SOEGIHARDJO KA RDI

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat |

Jawa Tengah

Tanggal 17 Mei 1996 Nomor : 188.3/114/1996

. An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT !

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

td.

SUTJI ASTOTO, SH.

Pembina

NIP. 010 088 157. N

Dipindai dengan CamScanner



-18-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang

Nomor 8 Tahun 1996 ; Tanggal 27 Mei 1996

Serl D ; Nomor 5

Ymt. Sekretaris Wilayah / Daerah

Hd. €

Drs. H. SOLECHAN AS.

Pembina Tingkat I.

NIP. 500 034 460.

Dipindai dengan CamScanner
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR 19 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS ANGKUTAN

. JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

1. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini merupakan landasan kerja bagi Dinas Laiu

Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat !!

Magelang.

Peraturan Daerah ini ferbil sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan

Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan jaian kepada

Daerah Tingkat | dan Daerah Tingkat Il

Sebogai findak lanjul pelaksanaannya di Daerah Tingkat ! Mageiang

{elah dikeluarkan Keputusan Bupati Kepola Daerah Tingkat I Magsiong

Nomor : 186.4/38/Kep/02.1991 tanggal 11 Mei 1991 tentang Keseciaan

menerima Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan ci Bideng Lo

Lintas dan Angkulan Jalan,

. Dengan semakin luas dan berkembangnya pelaksnacan tugas
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

sebagal akibot keberhasilan di dalam pembangunan ity sendiri seperti

meningkatnya pendapatan/kesejahteraan, pendidikan dan imu

pengetahuan/leknologi maka DLLAJ diharapkan dapat menampun

dan memberikan pelayanan dalam bidang lalu lintas dan jasa

angkutan Jalan secara optimal pada semua pihak.

Dipindai dengan CamScanner
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,Sehubungan . dengan hal tersebul, bahwa dolam rangka

meningkatkan kalancuran penyelenggaraan Pemerintahan don
pembangunan di Daerah Tingkat II secara berdaya guna dan berhasil
guaq, khususnye tugas-'vges di bidang Halu finfas dan angkulan jaian,

maka periv dibeniuk Organisasl dan Tata Kerja Dinas lalu Lintas dan

Argkutan jaian kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, yang mengacy

poda Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 fentang Penyerahan

sebagian Urusan Pemerintahan kepada Daerah Tingkat | don Daerah

Tingkat II serta berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam New

Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinos Doeran

Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang

Pedoman Organisasi dan Tata Kerjo Dinas lalu Lintas dan Angkuton

Jaian Daerah Tingket Il

Dengan demikian maka setelah ditetapkannya Peraturan Dasah ini,

maka semua perafuran-peraturan dan ketentuan-ketentuan lain

sebelumnya mengenai Organisasi dan Tala Kerja Dinas Lalu Lintas dan

Argkutan jolon Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang sudah fidak

beriaky lagi.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jolan Daerah Tingkat It

adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dala:

bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dipimpin

oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah

dan bertanggung jowab kepada Bupali Kepala

Daerah.

Pembinaan dan pengawasan teknik di bawah

tanggung jawab Perintah atasan dalam hal ini Menteri

Perhubungan, sedang secara faktik operasional di

bawah Bupall Kepala Daerah.

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 3 : Dinas Lalu Lintas dan Angkutan . Jalan mempunyai

. lugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan
rumah tangga daerah dalam bidang Lalu Lintas dan

angkutan Jalan, melipull pembinaan feknis

berdasarkan kebijaksanaan Menteri Perhubungan,

pembinaan umum berdasorkan kebijaksanaan

Gubernur Kepala Daerah dan pembinaan operasional

sesuai kebijaksanaan Bupali Kepala Daerah.

im 45d.7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 : Sub Bagian Tala Usaha mempunyai fugas :

- melakukan koordinasl di dalam penyusunan

program kerja Dinas, pengumpulan dan pengalahan

data serta pelaporan Dinas..

- Melaksanakan urusan keuangan, urusan kepegawai

an, urusan rumah fangga perlengkapan, protokol,

hubungan masyarakat dan surat menyurat Dinas.

Posal 9sd. 11 : Cukupjelas.

Pasal 12 : Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas :

- menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawas

an dan pengendalian lalu lintas di jalan Kabupaten,

Propinsi dan Jalan Nasional di dalom Kabupaten /

Wilayah Kabupaten.

- menyiapkan perencanacn kebuluhan-kebutuhan,

’ pengadaan, penempatan dan pemeliharaan

s rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat

pemberi Isyarat lalu lintas di jalan Kabupaten,

Propinsi dan Jalan Nasional di wilayah Kabupaten.

Dalam hal ini pelaksanaannya ' tidak boleh

menghambal kelancaran arus lalu lintas dan

angkuton tervloma pada jaringan jalan lintas

reglonal dan nasional serfa untuk mencegah

kegaduhan-kegaduhan yang mengganggu
lingkungan.
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Pasal 16

Pasal 17 sd. 19

Pasal 20

Pasal 21 sd. 23

Pgsal 24
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- menyiapkan bimbingan dan pengorahan pada

masyarakal mengenal keselamatan lolu lintas dan

angkutan jalan, dengan meningkatkan kesadaran,

ketertiban dan kedisiplinan berlaly lintas sesuai

ketentuan yang berlaku.

: Cukup jelas.

: Seksi Angkutan ' mempunyai fugas menyiapkan

pembinaan manajemen angkutan, baik angkutan

orang, barang - maupun 'angkutan khusus dengan

menyiapkan pemberian bimbingan dan fjin

pengangkutan dan pengawasannya.

T Cukupjelas.

: Seksi Teknik Sarana dan Perluasan mempunyai fugas

menyiapkan bahan pembinaan inventariscsi, pem

binaan dan penataan jiin pendirian pembengkeian

umum, penunjukan-lokasi, pengelolaan, pemeliharcan

serfa pengembangan terminal / halte dan tempat /

jembatan penyeberangan dan parkir.

Dalam hal ini yang dimaksud menunjuk atau menen

tukan lokasi serta mengatur ketertiban dan kelancaran

serta kelancaran lalu linias dan angkutan jafan.

: Cukup jelas.

: Seksi Pengendalian Operasional, mempunyai tugas

menyiapkan pembinaan, pengumpulan, analisis dan

evaluasi dala di bidang lalu lintas meliputi data

operasional, data kecelakaan lalu lintas dan angkutan

jalan sebagal bahan untuk pembinaan, pemantauan,

analisis dan penanggulangannya, serta penilaian

program operasional penertiban dan pengendalian

lalu lintas dan angkutan.

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 25sd.27 : Cukupjelas.

Pasal 28 : - Unit Pelaksana Teknis Dinas | UPTD ) adalah sebagai
unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan,

- Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang

Kepala UPTD yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

. Pasal 285d.30 : Cukupjelas.

Pasal 31 : - Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumich

tenaga ahli yang secara operasional berfugas

menangani kegiatan-kegiatan teknis fertentu di

bidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan

bidang keahliannyayang di dalam pelaksancannya

bertanggung jowab kepada Kepala Dinas atau

Kepala UPTD.

- Pimpinan tenaga fungsional ditunjuk oleh Bupati

Kepala Daerah dori tenaga fungsional senior yang

ada di lingkungan Dinas yang bersangkuian yang

bertanggung jowab kepada Kepcla Dinas atau

Kepala UPTD yang bersangkutan.

Pasal 32sd.39 — : Cukupjelas.

L]
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BAGAN ORGANISAS! LAMPIRA

DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

N : PERATURAN DAERAH KAOUPATEN DAERAH

TINGKAT It MAGELANG

NOMOR 19 TAHUN 1995

(POLA MAKSMAL Y TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS

DAN ANGKUTAN JALAN KASUPATEN

DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

KEPALA DINAS

I

KELOMPOK SUB BAGIAN
JABATAN FUNGSIONAL TATA USAHA

T

[ URUSAN URUSAN TRUSAN | [ URUSAN
! |_PROGRAM | | KEUANGAN | |[KEPEGAWAIAN] | UMUM

SEKSI 1 SEKSI SEKSI TEKNIK SARANA SEKSI PENGENDALIAN
LALU LINTAS ANGKUTAN DAN PRASARANA OPERASIONAL |

“ SSSI SUB SEKSI SUB SEKSI

MANAJEMEN ANGKUTAN KENDARAAN
| LALULINTAS ORANG DAN PERBENGKELAN
RUTees

y | R SUB SEKST SUB SEKSI
i REKAYAEA ANGKUTAN TEHNIK
L_LALLINIRS .} BARANG TERMINAL

BIMBINGAN ANGKUTAN PERPARKIRAN

KESELAMATAN. | kmusus J

UPTD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATIKEPALA DAERAH TINGKAT i
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG MAGELANG

KETUA

SUGIHARDJO KARDI
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